ZZA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BAWANG BARAT
NOMOR 27.A TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONALPADA FASILITAS
KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

a.

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Bahwa  berdasarkan Ketentuan Peraturan  Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Pedoman  Pelaksanaan  Program  Jaminan
Kesehatan Nasional, serta Kesepakatan Bersama Antara
BPJS Kesehatan Divisi Regional XIII dengan Asosiasi Dinas
Kesehatan Provinsi Lampung Nomor : 06/KTR/Divre-
XII/0117 danNomor 006/ADINKES/LPG/I/2017 tentang
Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Jaminan Kesehatan
Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Tanggal 10 Januari Tahun
2017, maka perlu diadakan peninjauan kembali Peraturan
Bupati Tulang Bawang Bawang Barat Nomor 27 Tahun
2014.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat
Nomor 27.A Tahuh 2014 tentang Pengelolaan dan
Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomar 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4934);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem
Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 193);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun
2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
62);

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2581 /MENKES/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis
Pelayanan  Kesehatan Dasar Jaminan  Kesehatan
Masyarakat;

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada
Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 99 Tahun 2015 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 15);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan
Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 589);

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);



23. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52
Tahun 2016tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan
dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 1610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun
2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
1790);

24.Peraturan Badan  Penyelenggaran Jaminan  Sosial
Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1);

25. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
HK.02.02/MENKES/252/2016 tentang Asosiasi Fasilitas
Kesehatan;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4
Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah KabupatenTulangBawang Barat
Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Nomor 74);

28. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 46 Tahun
2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan
Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang
Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN
DAN PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN
KESEHATAN NASIONALPADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor
27.ATahun 2014tentang Pengelolaandan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah
Kabupaten Tulang Bawang BaratTahun 2014 Nomor 27) diubah sebagai
berikut:



Ketentuan Pasal 3 ayat(2)Bab II Mekanisme Pembayaran Klaim Dana Non
Kapitasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Mekanisme pembayaran klaim Dana Non Kapitasi pelayanan JKN oleh
BPJS kesehatan di FKTP milik Pemerintah Daerah dilakukan sesuai
ketentuan yang berlaku.

(2) Pembayaran klaim Dana Non Kapitasi di FKTP milik Pemerintah Daerah
meliputi :

a. pelayanan ambulan;

b. pelayanan obat dan laboratorium program rujuk balik;

c. pelayanan skrining kesehatan seperti IVA, Pap Smear termasuk
pelayanan terapi krio;

d. rawat inap tingkat pertama;

e. pelayanan kebidanan dan neonatal yang dilakukan oleh bidan atau
dokter termasuk pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan
dan /atau neonatal,

f. pelayanan KB berupa Pemasangan dan/atau pencabutan
[UD /Implant, suntik KB, penanganan komplikasi KB,
MOP/vasektomi;

g. kompensasi pada daerah yang belum tersedia fasilitas kesehatan
yang memenuhi syarat;

h. pelayanan darah di FKTP; dan

pelayanan gawat darurat di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja
sama dengan BPJS Kesehatan.

[

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Lembaran Peraturan Bupati Tulang Bawang
Barat.

Ditetapkan di Panaragan
Pada tanggal 3 Januari 2017

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
Pada tanggal 3 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 11



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hikum,

Sofivan N ; .Sos., M.IP
Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008
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